PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG:

W -

PENATAAN KECAMATAN

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

4. PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang

a.

bh.

bahwa dalam upaya menciptakan pemerintahan
yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan
percepatan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pelaksanaan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasil guna serta guna
meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan,
maka perlu memperkuat tatanan pengaturan
yang jelas agar tugas dan tanggungjawab
pemerintahan Kecamatan dilaksanakan secara
tepat,;

bahwa sebagai wujud pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah
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d.

c.

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerjn  dan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tohun 2018 tentanp Kecamatan, maka perlu
penataan Kecamatan;

bahwa pesantren scbagai salah satu wadah
untuk membina generasi penerus bangsa dalam
rangka  mewujudkan  sumber daya manusia
yang beriman dan bertakwa serta berakhlak
mulia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

bahwa dalam upaya untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia, pesantren yang tumbuh dan
berkembang di masyarakat dengan
kekhasannya telah berkontribusi penting
dalam mewujudkan Islam yang rahmatan
lilalamin  dengan melahirkan insan
beriman yang berkarakter, cinta tanah air
dan berkemajuan, serta terbukti memiliki
peran nyata baik dalam pergerakan dan
perjuangan meraih kemerdekaan
maupun pembangunan nasional;

bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2019 tentang Pesantren diperlukan
adanya Peraturan Daerah tentang
pengembangan pesantren untuk memfasilitasi
pengembangan pondok pesantren di Kabupaten
Brebes sekaligus sebagai bentuk jaminan
kepastian hukum,;

bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab
melindungi segenap warga masyarakat terhadap
kehidupan dan penghidupan termasuk
pelindungan atas bencana, dalam rangka
mewujudkan  kesejahteraan  umum yang

berlandaskan Pancasila, sebagaimana
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diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik ndonesia Tahun 1945;

bahwa Kabupaten Brebes secara geografis,
geologis, dan sosio-kultural merupakan daerah
rawan bencana alam, bencana non alam serta
bencana sosial yang berpotensi menimbulkan
kerugian materiill dan imateriil bahkan
korban jiwa;

. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana beserta peraturan
pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Brebes
mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan
hak-hak dasar dan perlindungan secara
nyata bagi masyarakat dalam kegiatan
penanggulangan bencana;

bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan
dalam rangka mendukung pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah serta
peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna
mensejahterakan masyarakat;

bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu perlu diatur lebih lanjut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf 1 dan huruf j perlu menetapkan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
huruf j, dan huruf k selanjutnya perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
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Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

Pasal 18 ayat (0) Undang-Undang [Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes pada tanggal 21 Juni

2022,
MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes tentang:

1. Penataan Kecamatan,;

2. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Daerah;

4. Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah,;

sebagaimana tercantum pada lampiran vang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

Tembusan:

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 Juni 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
= \IE:‘Q(]/BUPATEN BREBES

in i
KETUA,

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

o or Lo

Bupati Brebes;

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.
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